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TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakal ketentuan Pasal 23 ayat (41

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahvn 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h
Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang
Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor
6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4680);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tanbahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentalg
Pengelolaan Keuangan Daerah fl.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkal

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEIANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetankan dengan Perda.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

8. Sisa lebih perhitungan anggarzrn yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
anggaran.

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan
pembiayaan Daerah.

Pasal 3
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
semula sebesar Rp602.66O.733.660,OO (enam ratus dua
miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga
ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar
Rp2L.245.352.2O1,OO (dua puluh satu miliar dua ratus ernpat
puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus satu
rupiah) sehingga menjadi Rp623.9O6.085.86f ,0O (enam ratus
dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam juta delapan puluh
Iima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang
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bersumber dari:
a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan



c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, semula sebesar Rp85.978.322.937,OO
(delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh
delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus
tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar
Rp2.511.674.253,00 (dua miliar lima ratus sebelas juta
enam ratus tujtrh ptrluh empat ribu dua ratus Iima puluh
tiga rupiah) sehingga menjadi Rp88.489.997.190,00
(delapan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh
sembilan juta sembilan ratus sembilal puluh tujuh ribu
seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

dart
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp21.277.426.596,00 (dua puluh
satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus
dua puluh enam ribu lima ratus sembilal puluh enam
rupiah) bertambah sebesar Rp227.645.503,00 (dua ratus
dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu
lima ratus tiga rupiah) sehingga menjadi
Rp21.5O5.072.O99,0O (dua puluh satu miliar lima ratus
lima juta tujuh puluh dua ribu sembilan puluh sembilan
rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b semula sebesar Rp61.207.454.750,00 (enam puluh
satu miliar dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh
empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang
sebesar Rp53.586.688.250,00 (lima puluh tiga miliar lima
ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga
menjadi Rp7.620.766.500,00 (tujuh miliar enam ratus dua
puluh juta tujuh ratus enam ptrluh enam ribu lima ratus
rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkarr
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula
sebesar Rpl.O53.441.591,00 (satu miliar lima puluh tiga
juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus
sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar
Rp141.893.219,00 (seratus empat puluh satu juta delapan
ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas
rupiah) sehingga menjadi Rp911.548.372,0O (sembilan
ratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga
ratus tujuh puluh dua rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yalg sa.l. sebagaimala
dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar
Rp2.44O.0O0.OOO,O0 (dua miliar empat ratus empat puluh
juta rupiah| bertambah sebesar Rp56 .O 12.6 lO.2 19,00 (lima
puluh enam miliar dua belas juta enam ratus sepuluh ribu
dua ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi
Rp58.452.610.219,OO (lima puluh delapan miliar em
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ratus lima puluh dua juta enarn ratus sepuluh ribu dua
ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 7
Belanja Daerah sebagaimal2 rtirnaksud dalam Pasal 2 semula
sebesar Rp622.66O.733.660,0O (enam ratus dua puluh dua
miliar enam ratus enam puluh juta tu-juh ratus tiga puluh tiga
ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar
Rp47.740.352. 1O4,O0 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus
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Pasal 5
(l) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b semula sebesar Rp496.666.548.723,OO (empat
ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam puluh
enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus
dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar
Rp18.733.677.948,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga
puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan
ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi
Rp515.400.226.671,00 (lima ratus lima beLas miliar empat
ratus juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh
puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. transfer pemerintah pusat; dan
b. transfer antar daerah.

(2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a semula sebesar Rrt78.197.764.000,00
(empat ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan
puluh h{uh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu
rupiah) bertambah sebesar Rp 18.733.677.948,00 (delapan
belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus
tuj uh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh
delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp496.931.441 .948,OO (empat ratus sembilan puluh enam
miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus
empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan
rupiah).

(3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b semula sebesar Rp18.468.784.723,OO (delapan
fsls5 miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh
ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga
rupiah) berkurang sebesar RpO,OO (nol rupiah) sehingga
jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah
perubalran sebesar Rp18.468.784.723,OO (delapan belas
miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus
delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga
rupiah).

Pasal 6
Lainlain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar
Rp20.015.862.OO0,0O (dua puluh miliar lima belas juta
delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) berkurang
sebesar Rp0,O0 (nol rupiah) sehingga jumlah pendapatan
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan
sebesar Rp2O.015.862.000,00 (dua puluh miliar lima belas
juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).



empat puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus
empat rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp670.401.085.764,OO (enam ratus tujuh puluh miJiar empat
ratus satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam
puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8
(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a semula sebesar Rp468.372.368.196,O0 (empat
ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh
dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus
sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar
Rp43.393.361.426,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus
sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu
empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga jumlah
belanja operasi setelah perubahan sebesar
Rp511.765.729.622,OO (lima ratus sebelas miliar tujuh
ratus enam puluh limajuta tujuh ratus dua puluh sembilan
ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah;
d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a semula sebesar Rp236.885.499.995,O0 (dua ratus
tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh lima
juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan
ratus sembilan puluh lirna rupiah) bertambah sebesar
Rp9.906.82O.422,OO (sembilan miliar sembilan ratus enam
juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh
dua rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp246.792.32O.417,OO (dua ratus empat puluh enam
miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua
puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(f) huruf b semula sebesar Rp218.0f8.7O3.948,OO (dua
ratus delapan belas miliar delapan belas juta tujuh ratus
tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)
bertambah sebesar Rp3a.665.738.303,00 (tiga puluh
empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus
tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah) sehingga
menjadi sebesar Rp252.684.442.251,OO (dua ratus lima
puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta
empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tima puluh
satu rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana rlirnaksud pada ayat (l) huruf
c semula sebes€r Rp6.344.664.253,00 (enam miliar tiga
ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh
empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang
sebesar Rp1.469.197.299,OO (satu miliar empat ratus enam
puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua
ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga jum
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belanja hibah setelah perubahan sebesar
Rp4.875.466.954,00 (empat miliar delapan ratus tujuh
puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu
sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) huruf d semula sebesar Rp7. 123.50O.000,O0 (tujuh
miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
bertambah sebesar Rp29O.0OO.OO0,00 (dua ratus sembilan
puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp7.413.50O.000,00 (tujuh m;tiar empat ratus tiga belas
juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9
(f ) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

b semula sebesar Rp1O2.27O.259.664,O0 (seratus dua
miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh
sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)
bertambah sebesar Rp14.235.251.101,OO (empat belas
miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh
satu ribu seratus satu rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rpl16.505.510.765,00 (seratus enam belas miliar lima
ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam
puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

(2) Belanja modal tanah sebagaim6l2 dimaksud pada ayat (1)
huruf a semula sebesar Rp7.7O7.671.275,OO (tujuh miliar
tujuh ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu
dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkuralg sebesar
Rp7.3O7.914.675,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh juta
sembilan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh
lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp399.756.60O,00
(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima
puluh enam ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1O.705.653.616,00
(sepuluh miliar tujuh ratus lima juta enam ratus lima puluh
tiga ribu enam ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar
Rp4.156.9O3.848,00 (empat miliar seratus lima puluh
enam juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus empat
puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp14.862.557.464,00 (empat belas miliar delapan ratus
enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tqiuh ribu
empat ratus enam puluh empat rupiah).

(4) Belaaja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar
Rp26.6OO.156.212,OO (dua puluh enam miliar enam ratus
juta serafus lima puluh enam ribu dua ratus dua belas
rupiah) berkurang sebesar Rp 1.489. 1 7 1. 580, 0O (satu miliar
empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh
puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga
menjadi sebesar Rp25.110.984.632,00 (dua puluh lima
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mitar seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan ptrluh
empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar
Rp55.920.783.939,00 (lima puluh lima miliar sembilan
ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu
sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah
sebesar Rp 18.846.7O8.616,00 (delapan belas miliar
delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan
ribu enam ratus enErm belas rupiatr) sehingga menjadi
sebesar Rp74.767.492.555,00 (tujuh ptrluh empat miliar
tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan
puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.335.994.622,OO
(satu mitar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus
sembilan puluh empat ribu enarn ratus dua puluh dua
rupiah) bertambah sebesar Rp2a.724.a92,OO (dua puluh
delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan
ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar
Rp1.364.719.514,0O (satu miliar tiga ratus enam puluh
empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus
empat belas rupiah).

Pasal 1O
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf c semula sebesar Rp2.5OO.0O0.O0O,O0 (dua miliar lima
ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp111.739.577,00
(seratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima
ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp2.611.739.577,OO (dua miliar enam ratus sebelas juta tujuh
ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh
rupiah).

Pasal I 1

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d semula sebesar Rp49.518.1O5.800,O0 (empat
puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta seratus
lima ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar
Rp10.0O0.O00.O00,0O (sepuluh miliar rupiah) sehingga
menj adi sebesar Rp39. 5 I 8. 1 05. 800,00 (tiga puluh sembilan
mitar lima ratus delapan belas juta seratus lima ribu
delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a semula sebesar Rp652.447.500,O0 (enam ratus
lirns pplsfi dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah) berkurang sebesar RpO,OO (nol rupiah)
sehingga jurrtlah belanja [agi hasil setelah perubahan
sebesar Rp652.447.5OO,OO (enam ratus lima puluh dua juta
empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b semula Rp48.865.658.300,0O (empat puluh
delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam
ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) berkurangq(



sebesar Rp10.O00.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
sehingga menjadi sebesar Rp38.865.658.300,00 (tiga puluh
delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam
ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan semula sebesar

Rp20.0O0.0OO.0OO,O0 (dua puluh miliar rupiah)
bertambah sebesar Rp26.494.999.903,00 (dua puluh
enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan
ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rfr6.494.999.903,00 (empat puluh enam miliar empat
ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan
puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah); dan

b. pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp0,O0 (nol
rupiah) berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga
jumfah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
sebesar RpO,O0 (nol rupiah).

Pasal 13
(l) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf a, yang terdiri atas:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih pertritungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
semula sebesar Rp20.O0O.0OO.OO0,00 (dua puluh mitiar
rupiah) bertambah sebesar Rp26.494.999.9O3,O0 (dua
puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan
ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp46.494.999.903,OO (empat puluh enam miliar empat
ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan
puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah);

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,O0 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimsl4 dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar RpO,0O (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjamal Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar RpO,OO (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaks
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pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpO,00 (nol
rupiah).

Pasal 14
(l) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf b, yang terdiri atas:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal Daerah;
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. pemberian pinjaman Daerah; darr
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana rlirnak5ud pads

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpO,OO (nol rupiah).
(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimsla dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO,O0 (nol rupiah).
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanalan
sebesar Rp0,O0 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanalan sebesar RpO,OO (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf e direncanakan sebesar Rp0,O0 (nol
rupiah).

Pasal 15
(f) Selisih antara angg€rran pendapatan Daerah dengan

anggarzrn belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defrsit
semula sebesar Rp2O.OOO.O00.000,OO (dua puluh miliar
rupiah) bertambah sebesar Rp26.494.999.9O3,00 (dua
puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan
ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp46.494.999.903,OO (empat puluh enam miliar empat
ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan
puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula
sebesar Rp20.000.0O0.OO0,00 (dua puluh miliar rupiah)
bertambah sebesar Rp26.494.999.903,00 (dua puluh enam
miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan
ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rrt6.494.999.903,O0
(empat puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh
empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus tiga rupiah).

Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,
dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD,
selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi €rnggaran.

\/



(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi:
a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial

dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan /atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.
(1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalarn rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/ atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagr
Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17
Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum dalam t ampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang
terdiri dari:
a. Lampiral I memuat ringkasan perubahan APBD yang

diklasifrkasi menurut kelompok dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

b. Lampiran II memuat ringkasan perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
organisasi;

c. Lampiran III memuat rincian Perubahan APBD menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d. Lampiran [V memuat rekapitulasi perubahan belanja dan
kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target
dan indikator;

e. Lampiran V memuat rekapitulasi perubahan belanja
Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

f. k mpiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk
pemenuhan standar pelayaaan minimal;

g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana
pembangunal jangka menengah Daerah dengan
rancangan perubahan APBD;

h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan
sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan
prioritas dan plafon anggaran sementara dengan
rErncangurn perubahan APBD; qK



i. Lampiran IX memuat sikronisasi progran prioritas
nasional dengan program prioritas Daerah;

j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan
dan per jabatan;

k. l,ampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
l. Lampirarr XII memuat daftar penyertaan modal Daerah

dan investasi Daerah lainnya;
m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan

pengurangan aset tetap Daerah dan aset lainlain;
n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun jamak;
o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
p. La.mpiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam t embaran Daerah Kota Kotamobagu

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal $J Olnober 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal )+ o*Aer 2022
S S DAERAH,

SO KOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR ?

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU, PROVINSI
SULAWESIUTARA: I

Sekretaris Daerah !
Asisten Bidang
Pemerintahan dan Kesra n
Kepala Bagran Hukum K
Kepala Bagran
Pemerintahan

qt
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah \

Pasal 18
Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD diatur
dengan Peraturan Wali Kota.



PENJELASAN
ATAS

PERATURANDAERAHKOTAKOTAMOBAGUNOMOR TAHUN2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Pasat 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat
dilakukan apabila te{adi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan
antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan
darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak
tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak
tersali565inya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dal
penggunaan Pembiayaan Daerah.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan
APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2O22 sarrpai dengan bulan Juni
2022 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam
KUA Kota Kotamobagu Tahun Aggaran 2022, rnaka perlu dilakukal
penyesuaian atas APBD Kota Kotamobagu. Penyesuaian asumsi-asumsi
tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan,
belanja dan pembiayaan Daerah yang berimplikasi pada struktur APBD
Tahun Anggaran 2022, dtnantka pembangunan nasional dan Provinsi
Sulawesi Utara, serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas
pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kineda dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kotamobagu
Tahun 2Ol8-2O23.

Dari sisi pendapatan, penyesuaian terutama dilakukan karena terbitnya
beberapa regulasi, yaitu:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negaran Tahun Anggaran 2022;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor llilPMK.OT /2022 tentang
Perubahan Rincian Dana Alokasi Ktrusus Nonfisik Tahun Anggaran
2022;

3. Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 127 |PMK|OT /2022 tentang
Penetapan Kurang Bayar dal Iebih Bayar Dana Bagi Hasi pada Tahun
2022:'

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor LOIK\/I.7 12022 tentatg
Pemotongan Dana Alokasi Umr.m Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama
atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah
dengan Tahun Anggaran 2O21.
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Kemudian, dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2O2l rnaka telah dapat diketahui SiLPA-APBD Tahun
Anggaran 2O21. Disamping itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan
lainnya seperti peruba-han asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang
berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun
perubahan yang berkaitan kebijakan Daerah dalam upaya
mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota, serta untuk lebih mengoptimalkan kine{a tahun
2022, maka perlu kiranya Pemerintah Kota Kotamobagu melaksanakan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR
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